PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, maka perlu

disusun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota

Bontang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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Menetapkan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang
Nomor 17);

S. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG .

Pasal 1

(1) Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota
Bontang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi

Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Januari 2015

WALIKOTA BONTANG,
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ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 6



Lampiran

: Peraturan Walikota Bontang

. Nomor : 6 Tahun 2015
Tanggal : 15 Januari 2015
Tentang : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 Nama Jabatan : Kepala Satuan
N Tugas Pokok : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Walikota
ferumuskan me&.med daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat,
1 Perumusan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, 1.1 |perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-
ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan undangan yang berlaku.
Menyusun rencana program kerja daerah bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat,
2.1 |perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang
Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di bidang 2.2 |Menyusun rencana strategis SKPD
2 penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan 53 M P SKPD
masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota : SILyUSun rencand serje taaunan
2.4 |Menyusun laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD
Menyusun laporan akuntabilitas kinerja SKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan
2.5 kegiatan
3 Pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD 3.1 IMelakukan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD
Pelaks jjak:
4 Smeﬂ omanmn heelan ponegalan Pemturan Daecahrdan Peatyran / Keputusan 4.1 |Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman . :
5 3 ij &
masyarakat di daerah: 5.1 |Melaksanakan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
6 Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat; 6.1 |Melaksanakan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
. Hum_mrmmmmw: koon i procgaian wmwmnﬂﬂmn Daerah dan Peraturan / Kepuhusan Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota serta penyelenggaraan
Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat e s ; . ; :
7 sk ) . b : T 7.1 |ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / Negeri Sipil dan / at tur lai :
atau aparatur lainnya; egeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
g Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi 8.1 Melakukan dan mengoordinasikan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi
dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota; ' dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Walikota;
9.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap penyelenggaraan urusan ketertiban umum, ketenteraman
' masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusan walikota
Pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian
9 dan pengevaluasian terhadap penyelenggaraan urusan ketertiban umum, 9.2 Merumuskan kebijakan teknis urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan
ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan "~ |penegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusan walikota
daerah dan peraturan / keputusan walikota 9.3 |Melakukan pengoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja kantor
9.4 Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf
i dilingkungan kantor
10.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
10.2 [Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
10 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 10.3 |Melakukan pengembangan kompetensi bawahan
10.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
10.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi




Pelaksanaan tugas lain-lain

Melakukan dan mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan

s penyebarluasan produk hukum daerah
11.2 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu
negara

11.3 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan
" |peraturan perundang-undangan

11.4 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan
" |umum kepala daerah

11.5 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau
"~ |kegiatan yang berskala massal

11.6 Melakukan dan mengoordinasikan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Nama Jabatan : Sekretaris

Tugas Pokok

Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan

: Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat

Menyusun laporan penyelenggaraan urusan Sekretariat

Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di

Mengoordinasikan penyusunan dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan SKPD

2
lingkungan SKPD 2.2 |Mengoordinasikan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan SKPD
2.3 |Mengkompilasi laporan program kerja dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan SKPD
b i+ o P 3.1 |Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
engoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi le
3 Wmﬁm.mﬂmcm B be P SHaiast polyClieIESaTaan urisan 3.2 |Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan ketatausahaan
3.3 |Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketatausahaan
B i " 4.1 |Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan
engoordinasian, inaan, pemantauan, d i
4 Wmsmbmmu e B P At dan evaluasl peayelcngiaman Uit 4.2 |Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan keuangan
4.3 |Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan
5.1 |Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
5 Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 5.2 |Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
5.3 |Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6.1 |Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
6 Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan | g2 |Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
pelayanan informasi dan kehumasan
6.3 |Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7.1 |Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
- Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan 79 Iakukan b P & :
kepegawaian . Me pembinaan penyelenggaraan urusan kepegawaian
7.3 |Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan kepegawaian
8.1 |Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
8 Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan | 82 |Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
kelembagaan dan ketatalaksanaan internal kantor
8.3 |Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
9.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
9.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
9 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 9.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
9.4 [Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
9.5 [Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
10 Pelaksanaan tugas lain-lain 10.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan umum dan kesekretariatan

2 e s 0 T
1.1 |Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum
12 Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup
! FoisRcanang. SanBelanorst Bincran Nedaen: Reelon 1.3 “MMM”MSH bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat
"~ |sesuai dengan lingkup tugasnya
1.4 |Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum
9 Penyelenggaraan urusan ketatausahaan 2.1 |Melaksanakan administrasi surat-menyurat, tata naskah dan kearsipan
2.2 |Melaksanakan administrasi perjalanan dinas
3.1 |Menyusun data dan laporan kepegawaian
3.2 |Memproses administrasi kepegawaian
3 Penyelenggaraan urusan kepegawaian 33 Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut
proses kepegawaian
34 Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara #:.HE dan non formal, dalam bentuk sekolah,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya
4.1 |Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku
49 ngwﬁmwwﬂwﬂbc usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan
“ Penyelenggaraan uiusan perlengknpan dan rumah tangga kantor 4.3 |Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor
4.4 |Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga kantor
4.5 |Melakukan pengawasan dan pengamanan aset dilingkungan kantor
5.1 [Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor
5 Penelenpgarasn G pelayan fibemaskdan kehuiasn 5.2 |Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup kantor
5.3 [Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor
5.4 |Memberikan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan
6.1 Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis kelembagaan dan ketatalaksanaan khusus internal
6 Penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan internal kantor R seatd Woc,\mbmbmmb D gy A - i
6.2 Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait penyususnan standar pelayanan dan regulasi
teknis kelembagaan dan ketatalaksanaan khusus internal kantor
7 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan 7.1 |Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Umum
8.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
8.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
8 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 8.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
8.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
8.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
9 Pelaksanaan tugas lain-lain 9.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan perencanaan program dan keuangan

%ﬁﬁvﬁ@“éé e T e oS S s

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 2 tugasnya .
1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat
sesual dengan lingkup tugasnya
1.4 |Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
2.1 |Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan anggaran
Penyelenggaraan urusan anggaran 2.2 [Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan
2.3 |Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA SKPD
3.1 [Melakukan verifikasi administrasi keuangan
3.2 |Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan
3.3 |Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan
Penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan verifikasi dan perbendaharaan 24 Mesocansle pemibnalanidan pegvemppalan ]
3.5 |Mengoordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembayaran
3.6 [Mengoordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ
3.7 |Mengevaluasi admnistrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran
3.8 |Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ
4.1 |Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan
4.2 |Menyusun bahan evaluasi, monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan
4.3 |Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP SKPD
Penyelenggarasn urugan akuntanst dan pelaparai 4.4 |Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis
4.5 |Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
4.6 |Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD
4.7 |Mengolah penatausahaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4.8 |Melaksanakan urusan akuntansi keuangan SKPD
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan program dan 5.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan
keuangan Keuangan
6.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
6.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 6.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
6.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
6.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
Pelaksanaan tugas lain-lain 7.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup




v Nama Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
& Tugas Pokok : memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas - tugas di bidang penegakan peraturan perundang ~undangan daerah yang
meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

S

Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

1 Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan penegakan peraturan perundang —undangan daerah yang meliputi
) pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan penegakan peraturan

14 perundang - undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan
2.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai
' lingkup tugasnya
2.9 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai
’ lingkup tugasnya
5 Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 2.3 |Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai lingkup tugasnya
penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 2.4 Menetapkan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
) sesuai lingkup tugasnya.
2.5 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup
tugasnya
2.6 Melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi /lembaga atau pihak ketiga
) dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup tugasnya
3.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai lingkup
tugasnya
39 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai lingkup
tugasnya
. 3.3 |Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai lingkup tugasnya
3.4 |Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah sesuai lingkup tugasnya
3 Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi Menetapkan rumusan kebijakan teknis cperasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan
penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan 3.5 |perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS sesuai lingkup
tugasnya
3.6 Menetapkan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan daerah sesuai lingkup tugasnya
37 Menetapkan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS sesuai
lingkup tugasnya
3.8 Menetapkan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai
lingkup tugasnya

4.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya

4.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan

4 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 4.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan

4.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan

4.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




VI Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
: Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturaan
perundang-undangan daerah
mmﬁi%.swv@ : e u. > it e e e
11 Eabwdwns rencana Wn%me dan target pencapaian Uo%mnmd nmbmma Uadmabamrmb operasional dengan mengacu
i kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1 Perencanaan dan pelaporan kegiatan 1.2 |Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pengendalian
’ Operasional dan SKPD yang berkaitan dengan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
2.1 |Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pembinaan
2.2 |Melaksanakan fasilitasi pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pengawasan
2.3 |Melaksanakan fasilitasi penyuluhan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Penyuluhan
2 Penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan = ;
24 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan,pengawasan dan penyuluhan peraturan
) peraturan perundang-undangan daerah.
95 Melakukan Pengelolaan data pembinaan,pengawasan danpenyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan
) daerah.
| 2.6 Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan
"~ |perundang-undangan daerah.
A ) . Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan agar
3 Pemantauan dan evaluasi urusan Pemb ; h . F kY
gy Bl bl ety e Baryaiatian = sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
! 4.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
_ 4.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
[ . 4 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 4.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
4.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
4.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




VII. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Tugas Pokok : Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penegakan Peraturan Perundang- undangan

daerah

11 Menyusun rencana kegiatan dan target
" |kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1 Perencanaan dan pelaporan kegiatan 1.2 |Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan
) Penyidikan dan SKPD yang berkaitan dengan urusan Penyelidikan dan Penyidikan
2.1 |Melaksanakan kebijakan urusan Penyelidikan .
5.4 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan penyelenggaran peraturan perundang-
i undangan daerah
25 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelidikan pelanggararan peraturan perundang- undangan
2 Penyelenggaraan urusan Penyelidikan __|daerah
0g |Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan pelanggaran peraturan perundang-
i undangan daerah
2.7 |Mengolah data hasil penyelidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah
2.8 |Melaksanakan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang -undangan daerah.
3.1 |Melaksanakan kebijakan urusan Penyidikan
3.9 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang-
i undangan daerah
3.3 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan pelanggararan peraturan perundang-
) undangan daerah
3.4 Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyidikan pelanggaran peraturan perundang-
) undangan daerah
3.5 |Mengolah data hasil penyidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah
3 p ! L 3.6 |Melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan perundang -undangan daerah.
enyelenggaraan wrusan Penyidtkan 3.7 Melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan
) perundang-undangan daerah.
3.8 |Melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah
39 Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah
i dengan institusi terkait
310 Melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang -undangan daerah sesuai dengan
i ketentuan yang berlaku
311 Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan
) kebijakan pimpinan
4.1 |Melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS
4 Penyelenggaraan urusan Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil i i P -
4.2 |Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNS
5 Pemantauan dan evaluasi urusan Penyelidikan dan Penyidikan 5.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Penyelidikan dan Penyidikan agar sesuai dengan
- peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
6.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
6.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
6 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 6.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
6.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
6.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
7 Pelaksanaan tugas lain-lain 7.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




VIII.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Tugas Pokok : Memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian
dan kerja sama

wmﬂmnombmmb dan ﬁﬁmnoﬂb ﬁﬁomamau wmn__m dan kegiatan

1.1
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Menyusun perencanaan oﬁoﬂwm_cbmu pemaparan nnnm.c.m SKPD
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Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar

14 Pelayanan Minimal (SPM)
1.3 |Menyusun laporan penyelenggaraan urusan keteriban umum dan ketentraman masyarakat
14 Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan keteriban umum dan
) ketentraman masyarakat
2 Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 21 Melakukan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman
penyelenggaraan urusan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ) masyarakat meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama
2.9 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
) operasi, pengendalian dan kerjasama
2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat operasi, pengendalian
) dan kerjasama
2.4 |Menyelenggarakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional
95 Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umurm dan
ketentraman masvarakat
2.6 Menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
) serta kerjasama operasional
2.7 |Menetapkan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
2.8 |Menetapkan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bontang
2.9 |Menetapkan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya
2,10 |Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengamanan aset-aset milik pemerintah daerah
2.11 |Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.12 |Melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
.13 Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di
bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 3.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
3.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
3.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
3.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
3.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
4 Pelaksanaan tugas lain-lain 4.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




IX. Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

T
e
S

1 Perencanaan dan pelaporan kegiat.
pelaporan kegiatan 1.1l etertiban umum dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1.2 |Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian
Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Operasi dan
Pengendalian dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

2 Penyelenggaraan urusan operasi dan pengendalian 2.1 |Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.2 |Melaksanakan pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara

2.3 |Melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

2.4 |Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah
2.8 |Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kota Bontang
Melaksanakan koordinasi teknis operasional eksekusi, penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan
H peraturan perundang — undangan daerah dengan institusi terkait
, 2.10 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengendalian ketentraman dan ketertiban
' umum serta penegakan peraturan perundang - undangan daerah
2.11 |Melaksanakan pengamanan aset-aset milik Pemerintah Daerah

: : ; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian ketentraman dan
3 Pemant d I
Apendancrsinast Tosan opemsl dan pengendeling & ketertiban umum agar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dalam rangka

2.9

4 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 4.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya

4.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan

4.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan

4.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan

. 4.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi

5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




X. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama
Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
t [perncansan danpelaporan kegaan L e e o e s o s
1.2 |Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerja Sama
13 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama dan
SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
9 Penyelenggaraan urusan kerja sama 2.1 “ﬂﬂmﬂ%ﬂﬁﬁﬂﬂﬁ“ﬂ bahan wﬂ”ﬁ%ﬁw Mﬂﬁdm dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan
90 Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat
2.3 |Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama operasional pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan
3 Pemantauan dan evaluasi urusan kerja sama 3.1 |ketentraman masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian
target yang ditetapkan
4 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 4.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
4.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
4.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
4.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
4.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 [Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




XTI, Nama Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
Tugas Pokok : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan
sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat

?%w«&!.nwr R s e e fu%..as :.‘. e mi%ﬂw@%ﬁ%%ﬁﬁ“%mﬁ. .,..w. St .émw»ﬂ..i“r a ek et . i e, : wﬁ%ﬂﬂ@“W & ,
1 Perencan dan pelaporan program kerja dan kegiatan 1.1 |Menvusun perencanaan operasional pemaparan renstra SKPD
1.2 |Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar
13 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional serta satuan linmas dan bina
"~ |potensi masyarakat
Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan sumber daya aparatur dan
1.4 |perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat
5 Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi 21 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan perlindungan
penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional serta satuan ) masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan perlindungan
2.2 |masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat
2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi
' pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta
24 Menetapkan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis
) dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota perlindungan masyarakat
25 Menetapkan rumusan kebijakan operasional dan pengelolaan data sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan
: anggota perlindungan masyarakat
2.6 |Menetapkan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS dan kompetensi PPNS
2.7 |Menetapkan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat
2.8 |Melakukan fasilitasi dan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat
3 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 3.1 [Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
3.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
3.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
3.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
3.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
4 Pelaksanaan tugas lain-lain 4.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




XII. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja

1 Perencanaan dan pelaporan kegiatan 11 Menyusun rencana Wm.%mﬁmb dan target pencapaian berkaitan dengan pengelolaan %.5. peningkatan sumber daya
aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.2 _[Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan
) Teknis Fungsional dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
i ; i ilitasi i , i knis dan peningkatan
9 PenvalenpRatasn trisan pelattan d Han takwis fis ; Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan tekmis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan te
Gadec Pelaiiian Carer Qe (ks euriooal 2l kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat
9.9 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan
. kapasitas sumber daya aparatur dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat
93 Menyusun bahan petunjuk teknis operasional pembinaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota
) Perlindungan Masyarakat
2.4 |Mengelola data kompetensi sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Administrasi PPNS
3 Pemantauan dan evaluasi urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional 3.1 E&%wmﬂ pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Pelatihan Ummm,. dan Teknis Fungsional agar
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
4 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 4.1 [Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
4.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
4.3 [Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
4.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
4.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya




XIIl.  Nama Jabatan : Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat

Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan

Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan

1.2 [Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat
1 Perencanaan dan pelaporan kegiatan
1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Satuan
' Perlindungan Masyarakal dan Bina Potensi Masyarakat dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2.1 |Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat
2.9 Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan
' bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan Kketertiban masyarakat
2 Penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat o |Melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta
) pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
9.4 Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan
) nasional
Pemantauan dan evaluasi urusan perlindungan masyarakat dan bina potens Melakukan tnn:mb.ﬁmcw«. dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat amﬁ bina potensi
3 masyarakat 3.1 |masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang
ditetapkan
4.1 |Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
4.2 |Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
4 Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 4.3 |Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
4.4 |Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
4.5 |Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5 Pelaksanaan tugas lain-lain 5.1 |Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
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